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Report #10324290

ABSTRAK Pada awaltahun 2018 tingkat restitusi PPN sebesar 34,26% dan
mengalami peningkatan padaawal tahun 2019 menjadi47,83%. Hal ini menjadi
perhatian khusus karena berarti negara harus mengembalikan kas negara yang
sudah diterima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan,
menganalisis kasus restitusi dan tindakan yang dapat diambil atas lebih bayar
PPN PT GAS. EEEMemde analisisyang digunakan dalam penelitianini
adalah metode deskriptif kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif. Dalam SPT
Masa PPN PT. GAS mengalamilebih bayar pada Bulan Novemberdan Desember
2020. Lebih bayarinidisebabkan karenaadanya penambahan jumlah stock
barang pada akhirtahun. Ada dua carayang diatur dalam undang-undang PPN
untuk menyelesaikan kasus PT. GAS yaitu Kompensasi PPN lebih bayardan
Restitusi PPN. Dalam menyelesaikan kasus tersebut PT. GAS melakukan
kompensasilebih bayar pada bulan selanjutnya. Carainilebih praktis, hemat
waktu dan tidak merepotkan. Selain melakukan restitusi, PT. GAS sebenarnya
juga bisa melakukan pengembalian pendahuluan karena peraturan menteri
keuangan republik indonesia nomor 39/pmk.03/2018 yang mempermudah proses
pengembalian pendahuluan. Di masa yang akan datang, jika terjadilebih bayar

lagi maka PT GAS sebaiknya menggunakan metode pengembalian pendahuluan
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